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Menb nbang , cva oerdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah
w7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Odihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
O 0 66 Tahun 2010 tentang  Perubahan  Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan
pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan
menengah,  dan  pendidikan  tinggl  wajib  memperoleh  izin
Pemerintah  atau  pemerintah daerah sesuai  dengan
Kewenangannya,

b, bahwa Dberdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendivian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini, isin sebagaimana dimaksud dalam

hurul a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan
pencabutan izin;

¢, bahwa igin satuan pendidikan anak usia dini KELOMPOK

HERMAIN  WEKA  WIDURA yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan  Bupati Nomor 41 tentang' ljin Penyelenggaraan
Pendidikan Non Formal berbentuk isin operasional dengan masa
berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu  disesuaikan

Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam huraf b,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang lsin Pendirian
av;tm Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN WEKA
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikar
Nasional;







